BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : %3 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA.

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
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Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut darn

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana. Kabupaten Wakatobi dan

Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo: 560

...
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12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028),

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan
Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoesia Nomor 5340) ;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemernntah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
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16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614),

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212.
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23.

24.

25.

26.

o

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 317. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176 .

Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322},
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
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tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 0)

28 Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 201 | tentang Pedoman Pemberian FLGa5 dan

Bantuan Sosial vang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Helana Daeran sebagumans rerakiur  SvuDal
dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubmhan atas Feraturan Merrer miam
Negern Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial yang Dersumber dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5308,

29 Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Feraruran
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Neger Nomor 30
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
157);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540},

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyedian Pencawran dan
Pertanggungjawaban luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996},
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

I

34.

39.

36.

37

38.

Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operational (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah

Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 5);
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39.

40.

41.

42.

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah . (Lembaran Daerah Kabupaten

Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3J;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kolaka Utara, (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020, (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 58);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;

2. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten

Kolaka Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah vang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang meliputi

perda APBD dan perda perubahan APBD.
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7. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan

penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah kabupaten kolaka utara tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati kolaka utara tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah
dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam

rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan.

11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dar1 beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
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13. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dar suatu kegiatan

14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

18. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

19. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

bih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
aerah.

20. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih le

71. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja d

22. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

gkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

baik pada tahun anggaran yang bersan

yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran.

Scanned by TapScanner



BAB II

RINGKASAN PENAJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan
Rp. 53.281.191.307,00

a. Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sejumlah
Rp 616.651.601.000,00

b. Dana Perimbangan setelah perubahan sejumlah
¢c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan sejumlah Rp. 203.770.862.677,71
Rp. 873.703.654.984,71

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja

a) Belanja Tidak Langsung
Rp. 295.698.774.428,69

1) Belanja Pegawai setelah perubahan sejumlah
2) Belanja Bunga setelah perubahan sejumlah Rp. 1.100.000.000,00
3) Belanja Hibah setelah perubahan sejumlah Rp. 15.220.711.500,00

Rp. 6.264.535.216,00

4) Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan sejumlah

5) Belanja Bagi Hasil setelah perubahan sejumlah Rp 833.318.751,20

6) Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan sejumlah Rp. 176.202.643.348,00

Rp. 6.233.895.000,00

7) Belanja Tidak Terduga setelah perubahan sejumlah
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Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 501.553.878.243,89

b) Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai sejumlah Rp.  40.446.703.400,00

2) Belanja Barang Jasa sejumlah Rp. 212.517.973.781,00

3) Belanja Modal sejumlah Rp 231.448.493.750.00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 484.413.170.931,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 985.967.049.174,89
Surplus/(Defisit) Rp. (112.263.394.190,18)

3. Pembiayaan

a) Penerimaan Pembiayaan Rp. 116.548.394.190,18
b) Pengeluaran Pembiayaan Rp 4.285.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 112.263.394.190,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,00
Pasal 3

Penjabaran Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam

lampiran | peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam
lampiran 1l Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Supat i

Pasal 6

(1) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah secara Rinci tercantum dalam Lampiran [II Peraturan

Peraturan Bupati ini;

(2) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Batuan Sosial secara Rinci tercantum dalam Lampiran [l Peraturan
Peraturan Bupati ini,

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuapten Kolaka Utara.
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Cw ' 3' Ditetapkan di : Lasusua
* | et pada tanggal :.26 OKTober 2020

i BUPATI KOLAKA UTA
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Diundangkan di : Lasusua
pada tanggal : 2L oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

TAURIQ.S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 33
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ILHAM SH

NIP. 19750404 200502 1 010
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Diundangkan di

pada tanggal

TAUP

r

>

: Lasusua

: 6 OKTeper 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

Ditetapkan di : Lasusua
pada tanggal : 2& GKQQ"&F 2020
UTARA

BUPATI KOLAKV

H. NUR RAHMAN UMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 33
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